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Mengingat     : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1985   tentang  Pajak  
Bumi  dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

 
 2.  Undang-Undang   Nomor  9  Tahun  1996    tentang  

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3663); 

 
3.  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun   1999   tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
4.  Undang - Undang Nomor 17 Tahun  2003  tentang   

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang           

Perbendaharaan   Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6.  Undang - Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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7.  Undang-Undang   Nomor  32  Tahun  2004   tentang      

Pemerintahan   Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

 
8.  Undang-Undang  Nomor   33   Tahun  2004  tentang    

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009  tentang  Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5043); 

 
10.  Undang-Undang  Nomor  28   Tahun   2009   tentang   

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 

 
11. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011   tentang     

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000  tentang   

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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13.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004  tentang   

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 21  Tahun   2007   
tentang   Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor  55  Tahun 2005 tentang         

Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
15. Peraturan  Pemerintah  Nomor 56  Tahun 2005 tentang   

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang  Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 
16. Peraturan  Pemerintah  Nomor 57 Tahun 2005 tentang         

Hibah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  2005  tentang   
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
18.  Peraturan  Pemerintah   Nomor  79   Tahun    2005   

tentang   Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4592); 

 
19. Peraturan  Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006  tentang   

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
20. Peraturan Pemerintah  Nomor 3  Tahun  2007  tentang   

Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

 
21. Peraturan  Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang   

Pengelolaan Uang Negara/Daerah   (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
22. Peraturan  Pemerintah  Nomor 5 Tahun  2009 tentang   

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972); 
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23. Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010  tentang   
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
24. Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2011  tentang   

Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
25. Peraturan Presiden  Nomor 54  Tahun   2010  tentang    

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006   

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
27. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007  

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

 
28. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 
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29. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 24 Tahun 2009  
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  
Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

 
30. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 37 Tahun 2010  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

 
31. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 32 Tahun 2011  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Dalam  Negeri Nomor 39 Tahun 2012  tentang 
Perubahan Atas Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 
32 Tahun 2011  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
32. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 53 Tahun 2011  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 
33. Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor 04 Tahun 2007  

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor   4  Seri A); 

 
34. Peraturan Daerah Kota  Bekasi Nomor 03 Tahun 2008    

tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor  3  Seri E); 

 
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008     

tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor  5 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan  Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 
2010 Nomor 5 Seri D); 
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36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun  2011    
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011  (Lembaran Daerah Tahun 2011  Nomor  9  
Seri A ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011  
Nomor  12  Seri A). 

 
Memperhatikan  : 1. Keputusan Bersama  Walikota Bekasi dan  Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Bekasi 
         

  tentang  Persetujuan  Rancangan Peraturan Daerah menjadi 
Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011; 

 
2.  Keputusan   Gubernur  Jawa Barat  Nomor 903 / Kep. 1021 

–Keu /2012 Tanggal  31 Bulan Agustus 2012 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan 
Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 
dan 

WALIKOTA BEKASI 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.  

 
 
 
 

Nomor :.900/Kep.353-BPKAD/VII/2012 
Nomor : 174.2/ DPRD/ VII/ 2012. .I/2011
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Pasal  1 
 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  berupa  laporan  keuangan      
memuat : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

Pasal  2 
 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut : 
a.  Pendapatan          Rp. 2.220.351.556.783,36 
b.  Belanja           Rp. 1.981.344.801.647,00  ( - ) 

    -----------------------------------   
     Surplus / (Defisit)         Rp.   239.006.755.136,36 

 
c.  Pembiayaan 

 1.  Penerimaan Pembiayaan   Rp.    86.713.956.124,25 
     2.  Pengeluaran Pembiayaan  Rp.    47.095.686.302.00  ( - ) 

                                                   -------------------------------- 
Pembiayaan Netto         Rp.      39.618.269.822,25                     
                                                                        -------------------------------- 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran        Rp.    278.625.024.958,61 
( SILPA ) 

Pasal  3 
 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
sebagai berikut : 

 
a.  selisih      target    dengan    realisasi     pendapatan    sejumlah                   

Rp. 76.479.129.664,44  dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. anggaran Pendapatan 
setelah perubahan           

Rp       2.143.872.427.118,92. 

2. realisasi pendapatan  Rp.     2.220.351.556.783,36 
 selisih lebih/(kurang) (2 – 1) Rp.        76.479.129.664,44 
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b.  selisih    anggaran   dengan    realisasi     belanja      sejumlah                   
Rp. ( 202.026.386.811,17)  dengan rincian sebagai berikut : 

      
1. anggaran belanja setelah 

perubahan           
Rp.    2.183.371.188.458,17 

2. realisasi belanja  Rp.   1.981.344.801.647,00 
 selisih lebih/(kurang) (2 – 1) Rp.    (202.026.386.811,17)  

  
 

c. selisih  anggaran dengan  realisasi  surplus/defisit  sejumlah                   
Rp. 278.505.516.475,61  dengan rincian sebagai berikut : 

      
1. defisit setelah perubahan   Rp.  (39.498.761.339,25) 
2. realisasi Defisit  Rp.   239.006.755.136,36    
 selisih lebih/(kurang) (2 + 1) Rp.  278.505.516.475,61 

 
 

d.  selisih anggaran dengan realisasi penerimaan  pembiayaan sejumlah               
Rp.   0,00  dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. anggaran penerimaan 

pembiayaan setelah perubahan   
Rp. 86.713.956.124.25 

2. realisasi penerimaan 
pembiayaan  

Rp. 86.713.956.124,25 

 selisih lebih/(kurang) (2 – 1) Rp. 0,00 

 
e. selisih  anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan      sejumlah    

Rp.   (119.508.483,00)  dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. anggaran pengeluaran 
pembiayaan setelah perubahan   
 

Rp. 47.215.194.785,00 

2. realisasi pengeluaran 
pembiayaan  

Rp. 47.095.686.302,00 

 selisih lebih/(kurang) (2 – 1) Rp.    (119.508.483,00) 
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f.  selisih    anggaran   dengan    realisasi     pembiayaan netto    sejumlah    
Rp.   119.508.483,00  dengan rincian sebagai berikut : 

 
1. anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan   
Rp. 39.498.761.339,25 

 
2. realisasi pembiayaan netto  Rp. 39.618.269.822,25 
 selisih lebih/(kurang) ) (2 – 1) Rp. 119.508.483,00   

 
Pasal  4 

 
Neraca  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 
Desember  2011 sebagai berikut : 
  a. jumlah asset Rp. 4.639.788.925.571,66 
  b. jumlah kewajiban Rp.     21.507.919.988,55 
  c. jumlah ekuitas dana (a – b) Rp. 4.618.281.005.583,11 

 
 

Pasal  5 
 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember  tahun  2011 sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pasal  6 

 
Catatan atas laporan keuangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf d tahun anggaran  2011 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 
 
 
 

  a. saldo kas di Kasda Rp.  232.759.275.546,61 
  b. deposito  Rp.    35.000.000.000,00 
  c. saldo kas Bendahara Penerimaan  Rp.      5.965.185.488,00 
  d. 
  e. 

saldo Kas Bendahara Pengeluaran 
saldo kas di RSUD Kota Bekasi 

Rp. 
Rp. 

        134.252.666,00  
   10.747.499.844,00 

    
 Saldo akhir Kas per 31 Desember  

2011  
Rp. 284.606.213.544,61 
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Pasal  7 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

  a.    Lampiran  I      : Laporan Realisasi Anggaran 
 

 Lampiran  I.1   : Ringkasan Laporan  Realisasi  Anggaran   Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
 

 Lampiran  I.2   : Rincian Laporan  Realisasi  Anggaran   Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
 
 

 Lampiran  I.3   : Rekapitulasi Realisasi  Anggaran Belanja Daerah  
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 
 

 Lampiran  I.4 
 
 
 
 
Lampiran  I.5   
 
Lampiran  I.6   
 
 
Lampiran  I.7 
  
 
Lampiran  I.8 
 
 
Lampiran  I.9 

: 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
: 

Rekapitulasi Realisasi  Anggaran Belanja Daerah  untuk 
Keselarasan dan Keter paduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 
 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
 
Daftar Rekapitulasi Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah; 
 
Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 
Tetap Daerah; 
 
Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset  
Lainnya; 
 
Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan 
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam 
Tahun Anggaran Berikutnya. 

    
  b. Lampiran  II    : Neraca 
  c. Lampiran  III    : Laporan arus kas 
  d. Lampiran  IV    : Catatan atas laporan keuangan 
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Pasal  8 
 

Lampiran laporan keuangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  ayat (2) 
terdiri dari : 
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; 
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / perusahaan 

daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal  9 
 
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.                                                                          

 
Pasal  10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. 

 
Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 5 September 2012   

  
WALIKOTA BEKASI, 

 
     Ttd/Cap 

 
 

     RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 5 September 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
 Ttd/Cap 
        
 
          RAYENDRA SUKARMADJI 

            
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI  TAHUN  2012   NOMOR  5  SERI A  
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